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pendidikan, orangtua, pendidikan dan pelatihan hukum bagi pendidik,
pencegahan, guru mensosialisasikan kebijakan disiplin kepada orang

tua, menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang
jelas, meningkatkan komunikasi antara pendidik dan
orang tua, menerapkan pendekatan restoratif dalam
disiplin, serta memantau dan mengevaluasi
kebijakan disiplin adalah strategi-strategi efektif
untuk  mengurangi  risiko  konflik. ~ Studi  ini
memberikan kontribusi berharga dalam
pembentukan kerangka kerja yang komprehensif
yvang bertujuan untuk menciptakan lingkungan
pendidikan yang aman dan harmonis. Temuan ini
menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah ini
dapat melindungi hak-hak baik guru maupun siswa,
sekaligus membangun kepercayaan antara sekolah
dan orang tua. Namun, studi ini memiliki
keterbatasan terkait generalisasi temuan, karena
berfokus pada konteks tertentu di Indonesia.
Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut
untuk menyelidiki efek jangka panjang dari langkah-
langkah pencegahan ini dan menganalisis variasi
kontekstual di berbagai daerah. Oleh karena itu,
studi ini tidak hanya membahas masalah pencegahan
konflik tetapi juga menawarkan saran yang dapat
diterapkan untuk  meningkatkan kebijakan
pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dan harus dilindungi oleh
semua pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Lembaga pendidikan tidak hanya
berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan keterampilan dasar, tetapi juga berperan penting
dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etika siswa. Namun, dalam proses pendidikan, sering
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kali muncul tantangan, terutama terkait dengan tindakan disipliner yang diambil oleh para

pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek hukum yang berkaitan dengan hak

pendidik dalam mengelola perilaku siswa, yang dikenal dengan istilah tuchtrecht. Tuchtrecht

mencakup hak dan tanggung jawab pendidik dalam menangani perilaku siswa, yang dapat
menimbulkan konflik antara pendidik, siswa, dan orang tua.

Di Indonesia, terdapat statistik yang mengkhawatirkan, di mana sekitar 84% anak
mengalami kekerasan di sekolah, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di
Asia. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan undang-undang perlindungan
anak yang seharusnya menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan
berkualitas. Penelitian ini penting karena mengeksplorasi bagaimana tindakan disipliner yang
diambil oleh pendidik dapat menimbulkan masalah hukum, serta perlindungan hukum yang
seharusnya diberikan kepada pendidik saat menjalankan tugas mereka. Perlindungan hukum bagi
pendidik sangat penting agar mereka dapat melaksanakan peran pendidikan tanpa merasa takut
akan konsekuensi hukum yang merugikan.

Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya yang sering kali mengabaikan aspek
hukum pidana terkait hak untuk mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah untuk memperjelas
dimensi hukum yang mengelilingi hak pendidik dalam mengelola perilaku siswa dan proses
penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pendidik dan orang tua siswa setelah tindakan
disipliner dilakukan. Menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan mendukung bagi
semua pihak yang terlibat adalah hal yang sangat penting.

Untuk mendukung penelitian ini, dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap studi-studi
sebelumnya yang relevan. Penelitian Annisa (2024) menekankan pentingnya pendidikan
kewarganegaraan dalam pengembangan karakter siswa, menunjukkan betapa pentingnya
pendidikan karakter dalam konteks pendidikan formal. Selain itu, penelitian oleh Fajri & Mirsal
(2021) mengkaji penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar, menyoroti peran penting guru
dalam membina karakter siswa melalui praktik pendidikan yang positif. Penelitian Sholihah &
Maulida (2020) juga mengeksplorasi pendidikan Islam sebagai komponen penting dalam
pendidikan karakter, memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat
diintegrasikan dalam pengembangan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
kontribusi yang berarti dalam studi hukum, khususnya dalam mengkaji aspek hukum pidana
terkait hak guru dalam mengelola disiplin siswa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori
hukum tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum
bagi pendidik dan siswa dalam kerangka pendidikan. Rekomendasi ini menekankan pentingnya
pelatihan bagi pendidik mengenai aspek hukum dari tindakan disipliner dan perlunya kolaborasi
antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman
dan mendukung. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai elemen
kunci dalam proses pendidikan, yang mencakup pengembangan akademis dan moral.

Dalam konteks pendidikan karakter, sangat penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang
mendukung pengembangan karakter siswa. Pendidikan kewarganegaraan, misalnya, memiliki
peran penting dalam membantu siswa memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai
anggota masyarakat. Ramdani (2018) menyarankan bahwa model pembelajaran kontekstual yang
berbasis pada kearifan lokal dapat secara efektif meningkatkan pendidikan karakter. Kamaruddin
et al. (2023) juga menyoroti pentingnya pendidikan jasmani dalam pengembangan karakter,
menunjukkan perannya dalam membina sifat-sifat positif.

Lebih lanjut, Ramli et al. (2023) menekankan perlunya pendidikan karakter Islam untuk
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mengatasi perundungan di sekolah, dengan menyarankan bahwa pendidikan semacam itu harus
mencakup dimensi moral dan etika yang relevan dengan lingkungan sosial siswa. Dalam konteks
ini, pendidikan karakter sangat penting untuk mengembangkan individu yang tidak hanya mampu
secara akademis tetapi juga memiliki integritas dan nilai-nilai moral yang kuat.

Meningkatkan pendidikan karakter memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan,
termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat luas. Nafisa (2024) menekankan pentingnya
pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan nilai-
nilai Pancasila, yang merupakan dasar bagi pengembangan karakter nasional. S. O. Lestari &
Kurnia (2022) juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter siswa,
dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pendidikan karakter harus beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh
generasi muda saat ini. Rubaidi (2020) berpendapat bahwa mengintegrasikan nilai-nilai sufisme
ke dalam pendidikan Islam adalah pendekatan yang signifikan untuk mempengaruhi karakter
siswa di masyarakat modern. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan metode dan
strategi pengajaran yang inovatif dan efektif untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan
di masa depan.

Studi ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus dilindungi dan
dijamin oleh semua pemangku kepentingan. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam
mengembangkan siswa, yang mencakup tidak hanya pengetahuan akademis tetapi juga
pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Memahami tindakan disipliner yang diambil oleh
pendidik dalam kerangka hukum pidana sangat penting, karena perlindungan hukum bagi guru
sangat vital untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung. Dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pendidikan, tujuan utamanya adalah
untuk membina generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki
karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, yang
sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatis. Pendekatan ini menekankan analisis dan
perumusan prinsip-prinsip hukum untuk menghasilkan aturan yang dapat diterapkan dan konsep-
konsep yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena potensinya untuk memberikan wawasan yang
komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terkait hak guru untuk mendisiplinkan siswa
melalui tuchtrecht (hak untuk mendisiplinkan). Studi hukum normatif ini memungkinkan analisis
terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan penerapannya dalam konteks pendidikan
di Indonesia (Rikiansyah, 2024).

Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

1) Bahan Hukum Primer: Dokumen-dokumen penting yang membentuk kerangka hukum di
Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya
dokumen-dokumen ini terletak pada perannya dalam menjelaskan kerangka hukum yang
mengatur hak dan tanggung jawab pendidik dalam mendisiplinkan siswa (Mulyawan,
2023).

2) Bahan Hukum Sekunder: Karya ilmiah, artikel, makalah, jurnal, dan tesis yang relevan
dan menawarkan analisis komprehensif terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber
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ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang isu-isu hukum terkait pendidikan dan
perlindungan anak (Afriliani, 2021).

3) Bahan Hukum Tersier: Ini mencakup sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, dan
majalah hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang sedang diselidiki. Bahan-bahan
ini berfungsi sebagai referensi tambahan untuk meningkatkan pemahaman tentang
konteks hukum yang lebih luas (Darojat, 2023). Prosedur pengumpulan data melibatkan
tinjauan pustaka, analisis komparatif, dan pemeriksaan dokumen. Peneliti melakukan
pembacaan, studi, pengutipan, dan analisis literatur serta peraturan yang mendasari
penelitian ini. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang
digunakan dalam penelitian adalah akurat dan relevan (Widati & Herawati, 2020).

Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui metode yuridis kualitatif. Proses analisis ini
melibatkan interpretasi data melalui teknik interpretatif yang sesuai dan kerangka hukum.
Temuan dari analisis akan disampaikan melalui narasi yang mendetail, menghindari data numerik,
untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang subjek penelitian. Metode ini
memungkinkan eksplorasi makna dan implikasi dari peraturan hukum yang ada serta penerapan
praktisnya (Rikiansyah, 2024).

Penilaian dan Analisis Hasil

Temuan akan dinilai dan dianalisis sesuai dengan standar hukum yang relevan, serta
signifikansi dan dampaknya terhadap kemajuan kajian hukum. Analisis ini akan melibatkan
perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan sebelumnya untuk mengevaluasi keunikan dan
kontribusi karya ini dalam kerangka hukum pidana terkait hak guru dalam mendisiplinkan siswa.
Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan dan perlindungan hukum di Indonesia
(Kurniawan et al., 2023).

Oleh karena itu, pendekatan ini disusun untuk memberikan analisis mendalam tentang
elemen hukum pidana yang terkait dengan hak pendidik dalam mengelola perilaku siswa, serta
memberikan saran berharga untuk meningkatkan kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian
ini bertujuan untuk menjadi referensi yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam
mengembangkan regulasi yang lebih baik terkait hak dan tanggung jawab pendidik, serta
perlindungan anak dalam konteks pendidikan (Adhim, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Aspek Hukum Pidana Terkait Hak Guru untuk Mendisiplinkan Siswa
(Tuchtrecht)

Dalam konteks pendidikan, hak untuk mendisiplinkan siswa, yang dikenal sebagai
tuchtrecht, merupakan konsep penting yang harus dipahami oleh para guru. Tindakan disipliner
yang diambil oleh pendidik sangat penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana
belajar yang positif, tetapi tindakan tersebut juga harus mematuhi standar hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum pidana dan hak guru
dalam mendisiplinkan siswa, seperti yang diungkapkan oleh (Latifah et al., 2023).

A. Apa itu tuchtrecht?

Tuchtrecht, atau hak untuk mendisiplinkan, adalah wewenang yang dimiliki guru untuk
menerapkan tindakan disipliner terhadap siswa yang melanggar aturan. Tindakan disipliner ini
dapat bervariasi, mulai dari peringatan lisan hingga konsekuensi yang lebih serius. Namun,
penting untuk diingat bahwa hak ini tidak bersifat mutlak; pelaksanaannya harus sesuai dengan
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kerangka hukum yang ada. Di Indonesia, misalnya, tindakan disipliner harus sejalan dengan
prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Erayuana et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa meskipun guru memiliki hak
untuk mendisiplinkan, mereka juga harus menghormati hak siswa yang dilindungi oleh hukum.

B. Perlindungan Hukum bagi Pendidik

Hukum pidana memberikan perlindungan tertentu bagi guru saat mereka menjalankan
tanggung jawabnya, termasuk dalam mendisiplinkan siswa. Namun, perlindungan ini memiliki
batasan. Tindakan disipliner tidak boleh melanggar hak asasi manusia siswa, terutama hak
mereka untuk bebas dari kekerasan fisik atau psikologis. Guru perlu menyadari bahwa tindakan
disipliner yang berlebihan atau tidak pantas dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Misalnya,
Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak
mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan (Setyaningsih, 2023). Oleh karena itu,
guru yang menggunakan hukuman fisik dapat menghadapi tuntutan pidana. Penelitian
menunjukkan bahwa banyak pendidik mengalami stres dan kecemasan terkait potensi dampak
hukum dari tindakan disipliner mereka, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk
mengelola kelas secara efektif (Noviani & Sa’adah, 2023).

C. Tindakan Disipliner Apa yang Diterima?

Dalam praktiknya, tindakan disipliner yang dapat diterima secara hukum adalah tindakan
yang bersifat edukatif dan tidak menimbulkan kerugian fisik atau emosional pada siswa. Metode
yang tepat termasuk memberikan peringatan, memberikan tugas tambahan, atau melakukan
diskusi satu-satu dengan siswa. Sebaliknya, tindakan yang melibatkan kekerasan fisik,
penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat siswa jelas melanggar hukum dan dapat
mengakibatkan sanksi pidana bagi guru (Ritonga et al., 2022). Temuan penelitian menunjukkan
bahwa meskipun sebagian besar guru menyadari pentingnya disiplin, mereka sering merasa tidak
yakin tentang batasan perilaku yang dapat diterima. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan
kesadaran yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab guru dalam kerangka hukum (Sari
et al., 2021).

D. Persepsi Publik dan Dampaknya

Cara pandang masyarakat terhadap tindakan disipliner guru sangat mempengaruhi
penerapan hukum. Seringkali, apa yang dianggap sebagai tindakan disipliner yang wajar oleh
guru dapat dipandang sebagai penyalahgunaan oleh orang tua atau masyarakat. Penelitian
menunjukkan bahwa meskipun 70% orang tua mendukung tindakan disipliner guru, mereka juga
mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi hukum terhadap pendidik. Ini
menciptakan konflik antara hak guru untuk mendisiplinkan dan hak anak untuk mendapatkan
perlindungan (Agusta, 2022).

E. Persepsi Publik dan Dampaknya

Cara pandang masyarakat terhadap tindakan disipliner guru sangat mempengaruhi
penerapan hukum. Seringkali, apa yang dianggap sebagai tindakan disipliner yang wajar oleh
guru dapat dipandang sebagai penyalahgunaan oleh orang tua atau masyarakat. Penelitian
menunjukkan bahwa meskipun 70% orang tua mendukung tindakan disipliner guru, mereka juga
mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi hukum terhadap pendidik. Ini
menciptakan konflik antara hak guru untuk mendisiplinkan dan hak anak untuk mendapatkan
perlindungan (Agusta, 2022).

Langkah-langkah untuk Menyelesaikan Konflik Antara Guru yang Menghadapi Tindakan
Hukum dari Orang Tua Siswa
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Konflik antara guru dan orang tua siswa sering kali muncul akibat tindakan disipliner yang
diambil oleh guru dalam proses pendidikan. Ketika tindakan tersebut dianggap melanggar hak
anak, orang tua dapat mengambil langkah hukum terhadap guru. Oleh karena itu, penting untuk
mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik ini secara
efektif dan konstruktif (Sutrisno, 2023).

A. Pendidikan Hukum dan Sosialisasi untuk Guru

Langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan pendidikan hukum dan sosialisasi
yang memadai bagi guru. Banyak guru yang kurang memahami batasan hukum dalam
mendisiplinkan siswa, yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan
hukum. Program pelatihan terstruktur harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan
pemahaman guru tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta perlindungan hukum yang
tersedia ketika menghadapi tuntutan hukum (Paramita et al., 2021) . Penelitian menunjukkan
bahwa meningkatkan kesadaran hukum di kalangan guru dapat mengurangi risiko konflik dengan
orang tua (Pawartani, 2024).

B. Pembentukan Komite Mediasi di Sekolah

Pembentukan Komite Mediasi di setiap sekolah merupakan langkah penting dalam
menyelesaikan konflik antara guru dan orang tua siswa. Komite ini dapat terdiri dari perwakilan
guru, orang tua, dan personel sekolah yang berwenang. Tugas utama komite adalah menilai
situasi, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan mencari solusi yang adil. Dengan adanya
komite ini, diharapkan dialog konstruktif dapat terjalin, sehingga mengurangi ketegangan antara
guru dan orang tua (Harahap et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi
alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik pendidikan (Sumarna, 2023).

C. Dialog Terbuka Antara Guru dan Orang Tua

Dialog terbuka antara guru dan orang tua sangat penting dalam penyelesaian konflik.
Sekolah harus memfasilitasi pertemuan antara guru dan orang tua untuk membahas isu-isu yang
muncul. Dalam pertemuan ini, guru dapat menjelaskan tindakan disipliner yang diambil dan
alasan di baliknya, sementara orang tua dapat menyampaikan kekhawatiran mereka. Komunikasi
yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antara
kedua belah pihak (Saihu & Taufik, 2019). Studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif
antara guru dan orang tua dapat meningkatkan kerjasama dalam pendidikan (Hasima, 2020).

D. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)

Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara sekolah dan orang tua siswa juga merupakan
langkah penting. MoU ini dapat mencakup kesepakatan mengenai tindakan disipliner yang dapat
diterima dan prosedur penyelesaian konflik yang harus diikuti. Dengan adanya MoU, diharapkan
dapat mengurangi potensi konflik di masa depan dan memberikan pedoman yang jelas bagi
semua pihak yang terlibat (Dudung, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan
bahwa kesepakatan formal dapat membantu meredakan ketegangan dalam hubungan antara guru
dan orang tua (Hariyani, 2021).

E. Bantuan Hukum untuk Guru

Ketika konflik meningkat menjadi tuntutan hukum, sangat penting bagi guru untuk
mendapatkan bantuan hukum. Sekolah harus memberikan akses bagi guru untuk memperoleh
nasithat hukum dari pengacara atau konsultan hukum yang berpengalaman. Bantuan ini akan
membantu guru memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang diperlukan untuk
melindungi diri dari tindakan hukum (Bariun, 2024) . Penelitian menunjukkan bahwa dukungan
hukum yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menjalankan tugas mereka
(Badrudin et al., 2020).
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F. Evaluasi dan Peningkatan Kebijakan Sekolah

Langkah terakhir adalah mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan sekolah terkait disiplin
siswa. Sekolah perlu meninjau kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut
sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Kebijakan yang jelas dan
transparan akan membantu guru dalam mengambil tindakan disipliner yang tepat dan mengurangi
risiko konflik dengan orang tua (Rokhayani, 2023) . Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
yang baik dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung (Sucipta
et al., 2021).

Menyelesaikan konflik antara guru dan orang tua siswa yang menghadapi tindakan hukum
memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan memberikan pendidikan
hukum yang memadai, membentuk komite mediasi, memfasilitasi dialog terbuka, menyusun nota
kesepahaman, menawarkan bantuan hukum, dan mengevaluasi kebijakan, diharapkan dapat
tercipta lingkungan pendidikan yang lebih harmonis dan aman bagi semua pihak yang terlibat.
Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi hak-hak guru tetapi juga memastikan bahwa
hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas tetap terjaga (Soe’oed et al.,
2022).

Langkah-langkah Preventif untuk Menghindari Konflik Antara Guru yang Menghadapi
Tindakan Hukum dari Orang Tua Siswa di Sekolah
Konflik antara guru dan orang tua siswa sering kali muncul akibat tindakan disipliner yang
diambil oleh guru dalam proses pendidikan. Untuk mencegah konflik yang dapat berujung pada
tindakan hukum, sangat penting bagi sekolah untuk menerapkan langkah-langkah preventif yang
efektif. Diskusi ini menguraikan beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk
mengurangi risiko konflik antara guru dan orang tua siswa (Fatihaturahmi, 2023).
A. Pendidikan dan Pelatihan Hukum untuk Guru
Salah satu langkah preventif yang paling penting adalah memberikan pendidikan dan
pelatihan hukum yang memadai bagi guru. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang
hak dan tanggung jawab guru dalam mendisiplinkan siswa, serta batasan hukum yang harus
dipatuhi. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek hukum, guru akan lebih percaya diri
dalam mengambil tindakan disipliner yang tepat dan menghindari tindakan yang dapat
dianggap melanggar hak siswa. Program pelatihan semacam ini harus dilakukan secara rutin
dan melibatkan ahli hukum serta praktisi pendidikan (T. D. Lestari & Sa’adah, 2021) .
Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang efektif dapat mengurangi potensi
konflik di sekolah (Noveni & Ekowarni, 2022).
B. Sosialisasi Kebijakan Disiplin kepada Orang Tua
Sekolah perlu melakukan sosialisasi kebijakan disiplin secara efektif kepada orang tua
siswa. Melalui pertemuan rutin, seminar, atau lokakarya, pihak sekolah dapat menjelaskan
tindakan disipliner yang diperbolehkan dan prosedur yang harus diikuti. Dengan memberikan
pemahaman yang jelas kepada orang tua, diharapkan mereka akan lebih menerima tindakan
disipliner yang diambil oleh guru, sehingga mengurangi potensi konflik. Sosialisasi ini juga
dapat mendorong pemahaman timbal balik antara orang tua dan guru mengenai tujuan
pendidikan dan disipliner (Fatihaturahmi, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi
yang baik antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan kerjasama dan mengurangi
ketegangan (Kusnadi, 2024a).
C. Pembentukan Prosedur Penyelesaian Konflik yang Jelas
Sekolah harus menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang jelas dan transparan.
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Prosedur ini harus menguraikan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi perselisihan
antara guru dan orang tua. Dengan adanya prosedur yang jelas, semua pihak akan mengetahui
langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai. Prosedur ini
juga harus melibatkan pihak ketiga, seperti komite mediasi, untuk memastikan bahwa
penyelesaian konflik dilakukan secara adil dan objektif (Sholeh, 2023) . Penelitian
menunjukkan bahwa prosedur yang jelas dapat membantu mengurangi ketegangan dan
meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat (Arifin, 2020).
D. Memperkuat Komunikasi Antara Guru dan Orang Tua
Memperkuat komunikasi antara guru dan orang tua siswa sangat penting dalam
mencegah konflik. Sekolah dapat memfasilitasi pertemuan rutin antara guru dan orang tua
untuk membahas kemajuan siswa dan isu-isu yang mungkin muncul. Dengan membangun
hubungan yang baik dan saling percaya, kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik
dapat diminimalkan. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti aplikasi komunikasi sekolah,
dapat mempermudah interaksi antara guru dan orang tua (Rifa’i, 2023) . Penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan orang tua
dalam pendidikan anak-anak mereka (Kusnadi, 2024Db).
E. Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Disiplin
Sekolah harus mengadopsi pendekatan restoratif dalam mendisiplinkan siswa.
Pendekatan ini menekankan dialog dan pemulihan hubungan daripada sekadar hukuman.
Dengan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah, mereka akan lebih memahami
konsekuensi dari tindakan mereka dan merasa dihargai. Pendekatan restoratif juga dapat
membantu mengurangi ketegangan antara guru dan siswa, serta antara guru dan orang tua
(Sutrisno et al., 2021) . Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan
hubungan positif di antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan (Satria & Maryam,
2019).
F. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Disiplin
Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi kebijakan disiplin yang
diterapkan di sekolah. Sekolah perlu secara rutin meninjau efektivitas kebijakan disiplin dan
melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam
proses evaluasi, sekolah dapat memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dan
sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Evaluasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi
potensi masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar (Priyambada, 2023).
Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan
dan praktik pendidikan di sekolah (Dewi, 2024).

Mencegah konflik antara guru dan orang tua siswa yang dapat berujung pada tindakan
hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan memberikan
pendidikan hukum yang memadai, mensosialisasikan kebijakan disiplin, menetapkan prosedur
penyelesaian konflik, memperkuat komunikasi, menerapkan pendekatan restoratif, dan
melakukan pemantauan serta evaluasi kebijakan, diharapkan dapat tercipta lingkungan
pendidikan yang lebih harmonis dan aman. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi
hak-hak guru tetapi juga memastikan bahwa hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang
aman dan berkualitas tetap terjaga (Nurhayati, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya langkah-langkah preventif dalam
mengelola konflik antara guru dan orang tua siswa yang dapat berujung pada tindakan hukum.
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Temuan utama menunjukkan bahwa strategi-strategi seperti memberikan pendidikan dan
pelatihan hukum bagi guru, mensosialisasikan kebijakan disiplin kepada orang tua, menetapkan
prosedur penyelesaian konflik yang jelas, memperkuat komunikasi antara guru dan orang tua,
menerapkan pendekatan restoratif dalam disiplin, serta melakukan pemantauan dan evaluasi
kebijakan disiplin terbukti efektif dalam mengurangi risiko konflik.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kerangka kerja yang komprehensif yang
dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan harmonis, serta
menawarkan panduan berharga bagi sekolah dalam manajemen konflik. Implikasi dari penelitian
ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat melindungi hak-hak baik guru maupun
siswa, sekaligus meningkatkan kepercayaan antara sekolah dan orang tua.

Namun, penelitian ini juga mengakui adanya keterbatasan dalam menggeneralisasi hasil
karena fokusnya pada konteks tertentu di Indonesia dan pengecualian variabel eksternal yang
mungkin mempengaruhi hasil. Penelitian di masa depan sebaiknya mengeksplorasi dampak
jangka panjang dari langkah-langkah preventif ini dan memeriksa perbedaan kontekstual di
berbagai daerah untuk pemahaman yang lebih luas. Dengan demikian, kontribusi dari manuskrip
ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tentang pencegahan konflik, tetapi juga
memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan kebijakan pendidikan.
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